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ABSTRAK

Sebagai disiplin ilmu, ushul fikih dalam tradisi kesarjanaan Timur
pada umumnya diposisikan sebagai teori hukum Islam (Islamic legal
theory). Sementara itu, dalam tradisi kesarjanaan Barat, ushul fikih
dipandang sebagai teologi yuridis (juridical theology) karena dianggap
merepresentasikan penafsiran ulama terhadap teks-teks keagamaan yang
didasarkan atas paham teologis yang diyakini. Ushul fikih sebenarnya
tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kekuasaan karena ulama, melalui
kredo-kredo ushul fikih, turut terlibat dalam menyikapi perebutan
dominasi kekuasaan, kontestasi paham teologis, dan peristiwa geopolitik
yang mereka hadapi. Relasi kuasa antara ulama dan elite politik dapat
bersifat afirmatif maupun kritis tergantung pada bagaimana kedua belah
pihak dapat saling bernegosiasi atau justru saling berkontestasi sebab
ulama dan elite politik sama-sama memiliki kuasa: ulama dengan otoritas
pengetahuannya (sulzah al-ma ‘rifah) dan penguasa dengan otoritas
politiknya (sulrah al-siyasah). Pada titik ini, baik ulama maupun
penguasa sama-sama saling membutuhkan legitimasi satu sama lain.

Berangkat dari persoalan akademik di atas, penelitian ini
mengajukan pertanyaan dasar mengapa ushul fikih sebagai diskursus
politik pengetahuan ulama belum terdeskripsikan secara kritis?
Pertanyaan fundamental tersebut diturunkan ke dalam bentuk rumusan-
rumusan penelitian yang menganalisis beberapa aspek: bagaimana relasi
kuasa mengonstruksi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih?;
bagaimana kontestasi paham teologis menginfiltrasi politik pengetahuan
ulama dalam ushul fikih?; bagaimana wacana geopolitik memengaruhi
politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih?; dan bagaimana ketiga
aspek tersebut membentuk pemikiran ulama dalam merumuskan kredo-
kredo ushul fikih? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut,
penelitian ini menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault dan
analisis wacana kritis Norman Fairclough. Dalam penelitian ini, kedua
teori tersebut berfungsi untuk (1) memosisikan ushul fikih sebagai
diskursus, bukan sebagai teks; (2) menganalisis bagaimana pengaruh
kekuasaan dalam mengonstruksi pemikiran ulama dalam ushul fikih; dan
(3) meretas kajian pemikiran hukum Islam dari perspektif sosiopolitik.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, ulama
yang bernegosiasi dengan penguasa akan mengafirmasi dan memberikan
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legitimasi keagamaan terhadap keberadaan dan kebijakan-kebijakan
politik yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Sebaliknya, ulama
yang mengambil posisi resisten akan berkontestasi dengan pihak yang
berkuasa dengan mengkritisi kebijakan-kebijakan politik yang
dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa tersebut. Kedua, keberpihakan
penguasa terhadap paham teologis tertentu, di satu sisi, dan kontestasi
paham teologis antarulama, di sisi yang lain, tidak hanya memengaruhi
bagaimana sikap politik ulama terhadap rezim yang sedang berkuasa,
tetapi juga melatari keduanya dalam membentuk aliansi politik untuk
menyebarluaskan ajaran-ajaran keagamaan yang diyakini. Ketiga,
peristiwa geopolitik yang dihadapi oleh ulama dan bagaimana penguasa
memosisikan ulama sebagai agen politik di bawah rezim kekuasaannya
memengaruhi kontestasi antarulama dalam mengkritisi wacana-wacana
yuridis yang diketengahkan di ruang publik. Keempat, kredo-kredo ushul
fikih yang dirumuskan oleh ulama tidak bisa dipisahkan dari dinamika
sosial dan politik yang mengitari kehidupan ulama itu sendiri.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, berbeda dengan pandangan
kesarjanaan Timur atau kesarjanaan Barat di atas, penelitian ini
berimplikasi secara teoretis bahwa ushul fikin merupakan diskursus
politik pengetahuan ulama yang berjejaring dengan perebutan kekuasaan,
perdebatan paham keagamaan, dan kontestasi politik antarkawasan.
Ihwal diskursif tersebut saya bahasakan dengan politik teo-yuridis (theo-
juridical politics).

Kata Kunci: Ulama, Politik Pengetahuan, Ushul Fikih, Relasi Kuasa,
Paham Teologis, Geopolitik.
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ABSTRACT

As a discipline, ushul figh is normally considered an Islamic legal
theory in the eastern tradition but a juridical theology in the western
scholar tradition because of its representation of ulama’s interpretation of
religious texts under the theology they believe despite the strong
influence of the rulers. In fact, ulama, through the creed of ushul figh, are
involved in power-domination struggles and in theology and geopolitics
contests. The power relations between ulama and politicians could be
affirmative or critical depending on the negotiation between them, or they
could possibly run on their own, for each has their own power: the ulama
with their knowledge (sulrah al-ma’rifah) and the rulers with their
political authority (sulzah as-siyasah). At this point, both the ruler and
ulama need legitimation from each other.

Looking at the academic issue above, | proposed a fundamental
question: why has ushul figh, as a discourse of the ulama’s politics of
knowledge, not been critically described? The question is broken down
into a research formula that analyses some aspects: how power relations
construct the ulama’s politics of knowledge on ushul figh; how
theological contest infiltrates the ulama’s politics of knowledge on ushul
figh; how geopolitical discourse influences the ulama’s politics of
knowledge on ushul figh; and how the three aspects develop the ulama’s
thoughts as the creed of ushul figh is formulated. To answer the questions,
the theory of power relations of Michel Foucault and the critical discourse
analysis of Norman Fairclough were employed. The theories were used
to place ushul figh as a discourse (and not a text); to analyse the influence
of power when constructing ulama’s thoughts on ushul figh; and to take
Islamic law studies apart from a socio-political perspective.

This study discovered some points. First, the ulama who negotiated
with the ruler would provide religious confirmation and legitimation for
the existence of political policies passed by the authority. However, the
resistant ulama would go against the ruler and criticize the enacted
political policies. Second, the ruler’s partiality for a particular theology
on the one hand and the interulama theology contest on the other hand do
not only affect the ulama’s political standing over the current reign but
also underlie political alliances to spread religious teachings. Third, the
geopolitics encountered by the ulama and the political agent position of
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the ulama as designed by the ruler affect the ulama’s criticism of juridical
discourses launched publicly. Fourth, the creed of ushul figh formulated
by the ulama and the social-political dynamics around them are
inseparable. Contrary to eastern and western scholar viewpoints, the
discoveries theoretically implicate that ushul figh is a discourse of
ulama’s politics of knowledge that relates to power struggle, religious
discrepancies, and the political of inter-regional contests, which | called
theo-juridical politics.

Key Words: Ulama, Politics of Knowledge, Ushul Figh, Power,
Theology, Geopolitics
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A. Konsonan Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

':Lur;f Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif d”a;:)d;‘;kan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
& Ta’ T Te
& Tha’ Th te dan ha
z Jim J Je
ha (dengan titik di
< Ha % bawah)
z Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Dhal Dh de dan ha
B) Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Shin Sh es dan ha
- sad S es (dengan titik di
bawah)
- Dad D de (dengan titik di
bawah)
N te (dengan titik di
- J4 T bawah)
1L 7’ z zet (dengan titik di
bawah)
¢ ‘Ain ‘ koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
- Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
S Kaf K Ka
J Lam L ‘el
a Mim M ‘em
U Nun N ‘en
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3 Wawu W We
° Ha’ H Ha
s Hamzah ¢ Apostrof
¢ Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

(plazia ditulis muta’aqqidin
Bac ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h
in ditulis hibah
B ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang
sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

sl Y1 4l S

ditulis

karamah al-auliya’

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan

dammabh ditulis t.

kil ) ditulis zakatul fitri
D. Vocal Pendek
Fathah A
Kasrah I
Dammah ]
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E. Vocal Panjang

fathah + alif .
Llals ditulis hilivvah
fathah + ya’ mati ditulis ] ayy
s ditulis .
kasrah + ya’ mati ditulis 4 ;
S ditulis Karim
dammah + wawu ditulis 5
mati ditulis
L furad
s A
F. Vocal Rangkap
+vya’ i i
fathah ?/a mati ditulis _ al
aSin v bainakum
ditulis
fathah + wawu A au
. ditulis
mati | gaulukum
) ditulis
Js

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan
dengan Apostrof

il ditulis a’antum
el ditulis u'idat
A8 Al ditulis la"in shakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Biladiikuti huruf gamariyah

Ol al ditulis al-Qur’an
ol ditulis al-Qiyas

I.  Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

sl (55 Ditulis zawT al-furtid
aaud) Jal ditulis ahl al-sunnah
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Al-Jund (p. Al-Junid)
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Al-Ma’siyyah

Al-Maslakah

Al-Mufadalah

GLOSSARY

Konsep  perumusan  hukum Islam
berdasarkan tradisi-tradisi keagamaan
yang berlaku di tengah masyarakat
penduduk Madinah.

Orang-orang yang berada di level terendah
dalam wacana keagamaan (awam).

Kredo yang dikeluarkan oleh Khalifah Al-
Qadir  Billah  untuk  mengembargo
penyebarluasan ajaran-ajaran Muktazilah
dan Syi’ah.

Militer. Orang-orang yang memiliki
pengetahuan dan pengalaman dalam
peperangan.

Orang-orang yang memiliki keistimewaan,
seperti keluarga kerajaan (bangsawan).

Kemaksiatan.  Pelanggaran  terhadap
perintah dan larangan Tuhan.

Konsep  perumusan  hukum  Islam
berdasarkan pertimbangan kemaslahatan-
kemaslahatan selama mampu
merealisasikan  tujuan-tujuan  syari’at
Islam.

Keistimewaan-keistimewaan dalam
konteks politik yang didasarkan atas garis
keturunan, ras dan kesukuan yang dimiliki
oleh seseorang sehingga ia lebih
diunggulkan untuk dijadikan sebagai
pemimpin.
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Al-Saif
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Al-Ta’ah

Al-Tafwid Al-llahz

Al-Tahsin

Al-Tagbih

Pemberian hak politik yang sama bagi
siapa saja untuk dapat dipilih menjadi
pemimpin.

Hakim.

Hakim Agung. Jabatan yudikatif yang
disandang oleh Abdul Jabbar

Ketua Hakim Agung. Jabatan yudikatif
yang disandang oleh Abu Al-Hasan Al-
Mawardi

Pena merupakan majas personifikasi
sebagai simbol otoritas ulama.

Lima prinsip fundamental dalam paham
teologi Muktazilah.

Pedang merupakan majas personifikasi
sebagai simbol otoritas penguasa.

Asasin. Gerakan martir yang dinisiasi oleh
Hasan Ash-Shabah untuk melawan
dominasi kekuasaan Kekhalifahan
Abbasiyah dan Kesultanan Saljukiyah.

Ketaatan. Pelaksanaan perintah dan
larangan Tuhan.

Delagasi Tuhan sebagai ideologi politik
yang diberlakukan oleh Khalifah Al-
Makmun di era Dinasti Abbasiyah.

Penilaian baik terhadap tindakan manusia.

Penilaian  buruk terhadap tindakan
manusia.
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ljma’

ljtihad

Imam

Imamah

Istizsan

Istinbar Al-Ahkam
Khalifah

Madrasah

Ma/kamah

Mamlakah

Manhaj Mutakallimin

Konsensus. Kesepakatan yang dilakukan
antarulama terhadap hukum suatu hal
dalam wacana hukum Islam.

Proses perumusan dan penalaran hukum
Islam.

Pemimpin politik.

Kepemimpinan dalam konteks politik.
Preferensi yuridis dalam hukum Islam.
Proses penggalian hukum Islam.
Penguasa dalam sistem kekhalifahan.

Lembaga edukatif sebagai wadah bagi
ulama untuk mengajarkan ajaran-ajaran
keagamaan.

Lembaga yudikatif sebagai wadah bagi
ulama untuk memutuskan perkara-perkara
hukum.

Kerajaan sebagai wadah bagi penguasa
untuk menjalankan roda pemerintahan
berdasarkan  otoritas  politik  yang
dimilikinya.

Motode penggalian hukum Islam yang
dilakukan oleh ulama yang menguasai
diskursus-diskursus  teologis. Manhaj
mutakallimin merupakan lembaga
keulamaan dalam disiplin ushul fikih yang
mengakomodir keberadaan ulama Sunni
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Qiyas

Qaul Jadid

Qaul Qadim

Sulfan

Tabagat

Ulama

(mazhab Maliki, mazhab Syafi’i, mazhab
Hanbali) dan ulama Muktazilah.

Proses analogi hukum dari apa yang telah
ditetapkan secara tersurat dalam teks-teks
keagamaan dan menerapkannya dalam
kasus-kasus baru yang belum disebutkan
secara  eksplisit  dalam  teks-teks
keagamaan tersebut. Proses analogi
hukum ini dilakukan dengan memetakan
kasus orisinil (al-asl), kasus baru (al-far’),
persamaan sifat hukum yang mengikat
keduanya (“illah), dan hukum yang telah
ditetapkan dalam kasus orisinil (zukm al-
asl) untuk kemudian ditetapkan dalam
kasus yang baru.

Pendapat-pendapat hukum Imam Asy-
Syafi’i ketika berada di Mesir.

Pendapat-pendapat hukum Imam Asy-
Syafi’i ketika berada di Irak.

Penguasa dalam sistem kesultanan.

Tingkatan  atau  urut-urutan  yang
memetakan peralihan kekuasaan dari satu
pihak yang berkuasa ke pihak yang akan
berkuasa selanjutnya.

Para pakar dalam bidang ilmu-ilmu
keagamaan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik pengetahuan sebagai diskursus dalam disiplin ushul fikih
belum dianalisis secara kritis karena ushul fikih, dalam tradisi studi
keislaman, selama ini diposisikan sebagai teks yang membahas tentang
teori hukum Islam. * Sebenarnya, kredo-kredo dalam ushul fikih
merupakan produk pemikiran ulama untuk melegitimasi atau
mendelegitimasi kekuasaan politik, 2 sekaligus sebagai cara pandang
ulama dalam merespons ketegangan teologis® dan kemelut politik yang
muncul karena perebutan wilayah otoritas keagamaan di ruang publik.*

Ihwal akademik ini menunjukkan bahwa pengetahuan di tangan ulama

! Lihat Wahbah Al-Zuhaili, Usil al-Figh al-Islami (Damaskus: Dar Al-Fikr,
1986); Abdul Karim Zaidan, Al-Wgjiz fi Usal al-Figh (Kairo: Muassasah Qurtubah,
1976); Muhammad Abu Zahrah, Usal al-Figh (Kairo: Dar Al-Fikr Al-‘Arabiy, 1958);
Abdul Wahab Khalaf, ‘llm Us:/ al-Figh (Beirut: Dar Al-Kutub, 2000); Syed Igbal Zaheer,
Usul al Figh: Islamic Principles of Jurisprudence (Bangalore: East West Educational
Tools, 2012); Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Jurisprudence: Usal al-Figh,
Malaysian ed (Selangor: The Other Press, 2003); Rumee Ahmed, Narratives of Islamic
Legal Theory, ed. ke-1, Oxford Islamic Legal Studies (Oxford, U.K: Oxford University
Press, 2012).

2 Ahmed ElI Shamsy, The Canonization of Islamic Law: A Social and
Intellectual History (New York: Cambridge University Press, 2013), 91-117; Wael B.
Hallag, “Usul al-Figh: Beyond Tradition,” Journal of Islamic Studies 3, no. 2 (1992);
Mohammad Hashim Kamali, “Caliphate and Political Jurisprudence in Islam: Historical
and Contemporary Perspectives,” The Muslim World 106 (April 2016): 384-403.

3 Rumee Ahmed, “Islamic Law and Theology,” dalam The Oxford Handbook of
Islamic Law, ed. Anver M. Emon dan Rumee Ahmed (Oxford: Oxford University Press,
2018), 105-132; Ovamir Anjum, “Islamic Law and the State in Pre-Modern Sunni
Thought,” dalam Routledge Handbook of Islamic Law, ed. Khaled Abou El Fadl dkk.
(London: Routledge, 2019), 357-273; Amirhassan Boozari, “Concept of State in Shi’i
Jurisprudence,” dalam Routledge Handbook of Islamic Law, ed. Khaled Abou EIl Fadl
dkk. (London: Routledge, 2019), 374-388.

4 Ahmet T Kuru, “The Ulema State-Alliance: A Barrier to Democracy and
Development in the Muslim World,” Tony Blair Institute For Global Change (September,
2021), 10-11; Barah Mikail, “The Geopolitics of Disagreement between Sunnis and
Shias: A Global Overview,” dalam Sunni and Shia: Political Readings of A Religious
Dichotomy (Madrid: Casa Arabe, 2013), 9-24.
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memiliki kuasa untuk mengafirmasi atau mengkritisi hegemoni
kekuasaan melalui wacana-wacana keagamaan.®

Politik pengetahuan merupakan sebuah diskursus yang
memandang bahwa pengetahuan menyediakan sarana yang dapat bekerja
secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu dalam
bidang politik. Secara sederhana, politik pengetahuan menilai bahwa
produksi pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan
politik yang mengitarinya.® Dalam penelitian ini, saya memilih untuk
memosisikan ushul fikih bukan sebagai teks, melainkan sebagai diskursus
yang tidak bisa dipisahkan dari relasi kuasa, kontestasi paham teologis,
dan peristiwa geopolitik” yang mengitari kehidupan ulama. Pilihan ini
saya ambil untuk membuktikan bahwa ushul fikih adalah produk
pengetahuan ulama dalam menyikapi dinamika sosial dan politik yang
dihadapi oleh ulama itu sendiri.

Ushul fikih dalam dunia Islam merupakan salah satu disiplin ilmu
yang keberadaannya dianggap vital dan fundamental karena
menyediakan ruang bagi umat Islam untuk memahami teks-teks

keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan

5 Abdul Majid Shagir, Al-Ma rifah wa al-Sulzah f7 al-Tajribah Al-Isiamiyah:
Qira’ah fi Nash’ah ‘llm Usaul al-Figh wa Magasid al-Shart‘ah (Kairo: Dar Rukyah,
2010); Omid Safi, The Politics of Knowledge in Premodern Islam: Negotiating Ideology
and Religious Inquiry (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2006).

6 Fernando Domingues Rubio dan Patrick Baert (ed.), The Politics of
Knowledge (London: Routledge, 2012), 2.

" Geopolitik merupakan bagian dari ilmu geografi manusia (human geography).
Untuk dapat memahami geopolitik, kita perlu terlebih dahulu memahami apa itu geografi
manusia. Pada dasarnya, geografi manusia adalah kajian tentang organisasi spasial
aktivitas manusia yang berkenaan dengan tempat, skala, struktur, dan agensi. Secara
sederhana, geografi manusia dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang apa yang
membuat sebuah tempat/wilayah menjadi unik serta bagaimana koneksi dan interaksinya
antarwilayah-wilayah yang lainnya. Colin Flint, Introduction to Geopolitics (London:
Routlegde, 2006), 1-2. Dengan demikian, geopolitik merupakan “pengetahuan yang
tersituasi” (situated knowledge) yang oleh para ahli dikonstruksikan sebagai objek yang
analisis dalam konteks politik antarwilayah dan perdebatan akademis yang berpengaruh
di dalamnya. Ibid., 17.



3

yuridis.® Meskipun demikian, keberadaan ushul fikih sebagai disiplin
ilmu tidak bisa dipisahkan dari pengaruh kekuasaan. Hal ini terjadi karena
ulama-ulama ushul fikih memiliki respons yang berbeda-beda terhadap
dinamika sosial dan politik yang terjadi pada eranya.

Hubungan antara ulama dan penguasa dapat bersifat afirmatif
karena penguasa bisa mendapatkan legitimasi keagamaan dan ulama bisa
mendapatkan dukungan politik.> Namun, hubungan keduanya juga dapat
bersifat kritis. Ulama yang mengambil sikap politik yang berbeda,
sebagai oposisi dari luar kekuasaan, akan berupaya untuk mengkritisi
keberadaan penguasa melalui wacana-wacana keagamaan.'® Relasi kuasa
antara ulama dan elite politik, baik yang bersifat afirmatif maupun kritis,
melalui upaya interpretasi terhadap teks-teks hukum yang kemudian
terkonstruksi dalam kredo-kredo ushul fikih, merupakan salah satu aspek
historis yang perlu dianalisis secara kritis.

Selain relasi kuasa, keberpihakan ulama terhadap paham teologis
tertentu juga turut membentuk kontestasi pemikiran hukum antarulama
dalam disiplin ushul fikih.** Meskipun perdebatan teologis merupakan
domain ilmu kalam, ulama ushul fikih yang juga menguasai diskursus
kalam menghadirkan aspek-aspek teologis dalam kitab ushul fikihnya

masing-masing.*? Hal ini terjadi karena pada waktu yang bersamaan

8 Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence (Cambridge:
The Islamic Text Society, 2003), 13.

% Abdul Jawad Yasin, Al-Sulzah fi al-Islam, al- ‘Aql al-Fight al-Salafi baina al-
Nass wa al-Tarikh (Beirut: Intisyar Arabi, 2004); Muhammad Abid Al-Jabiri, Al- ‘Aqgl al-
Siyast al- ‘Arabi (Beirut: Markaz Dirasat Wahdah ‘Arabiyah, 2010).

10 Samuel England, Medieval Empires and The Culture of Competition
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017), 24-66.

1 Muhammad bin Ali Al-Jailani, ‘Alagah ‘llm Usal al-Figh bi ‘llm al-Kalam
(Beirut: Maktabah Hasan ‘Ashriyah, 2010); Abdus Salam Balaji, Tazawwur ‘llm Usul al-
Figh wa Tajadduduh wa Ta’aththuruh bi al-Mabahithal-Kalamiyyah (Beirut: Dar Ibn
Hazm, 2010).

12 Muatan ushul fikih yang kental dengan nuansa wacana-wacana teologis, bagi
George Makdisi, menjadi alasan argumentatif untuk memosisikan ushul fikih sebagai
teologi yuridis (juridicial theology) bukan sebagai teori hukum (legal theory). George
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perbedaan pemaknaan yuridis dianggap sebagai representasi dari
kontestasi paham teologis itu sendiri.*® Konstruksi metodologi inilah
yang disebut dengan manhaj al-mutakallimin. * Dalam sejarah
perkembangan ilmu ushul fikih, manhaj al-mutakallimin terdiri dari dua
mazhab teologis, muktazilah dan ahlusunah.'® Secara umum, bagi teolog
muktazilah, hukum bersifat rasional dan manusia memiliki kebebasan
untuk menjustifikasi mana yang baik atau sebaliknya berdasarkan nalar
kritisnya.'® Sementara itu, bagi teolog ahlusunah, hukum adalah apa yang
dianggap baik atau buruk berdasarkan pada perintah dan larangan
Tuhan.'” Keberpihakan ulama terhadap ajaran-ajaran teologis tersebut,
dengan dukungan politik dari pihak yang berkuasa, memantik kontestasi
antarulama untuk menduduki lembaga-lembaga yudikatif dan menguasai

lembaga-lembaga pendidikan pada sebuah era.

Makdisi, “The Juridical Theology of Shafi’T: Origins and Significance of Us(l al-Figh,”
Studia Islamica, no. 59 (1984): 5-47.

13 Ahmed, “Islamic Law and Theology,” 117-120.

14 Manhaj yang populer dalam studi ilmu ushul fikih ada tiga: (1) manhaj al-
mutakallimin; (2) manhaj fugaha’; (3) al-jam ‘u baina al-manhajain. Untuk lebih jelasnya,
lihat Sya’ban Muhammad Ismail, Usal al-Figh Tarikhuhu wa Rijaluhu (Kairo: Dar Salam,
1998), 35-37; Zakiyuddin Sya’ban, Usu! al-Figh al-Islami (Kairo: Dar Nafi’, t.t.), 15-22;
Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Usil al-Figh (Beirut: Muassasah Qurtubah, 1978), 16—
18; Mas’ud bin Musa Falusi, Al-Qawa‘id al-Usiliyyah Tahdid wa Ta’sil (Kairo:
Maktabah Wahab, 2003), 122-127. Adapun manhaj yang kurang populer adalah manhaj
takhrij al-furi* ‘ala al-usil dan manhaj al-magqasidr. Lihat Jamilah Bu Khatim, Al-Tajdid
ft Usil al-Figh (Kairo: Dar Faraq, 2010), 54-57; Sya’ban Muhammad Ismail, Usal al-
Figh Nasy ‘atuh wa Tatawwuruh wa Madarisuh wa al-Da‘wah ila Tajdidih (Mekah:
Maktabah Makiyah, 2002), 81-86.

15 Untuk lebih detailnya tentang sejarah pembentukan dan perbedaan karakter
kedua manhaj tersebut serta siapa saja tokoh-tokohnya, lihat Malikah Khutsiriy, al-Fikr
al-Usalr ‘inda Mu ‘tazilah Rijaluhum wa Turathuhum (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2018;
Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushdl Figh
(London: Cambridge University Press, 2013).

16 Hamidah Isawi, Al-4dkhlag ‘inda Al-Mu‘tazilah (Aljazair, 2016); Hassan
Hanafi, Min al- ‘Aqidah ila al-Thaurah: al- ‘Adl (Kairo: Maktabah Madbuli, t.t.), 412-429.

7 Fakhruddin Ar-Razi, Muhassal Afkar al-Mutagaddimin wa al-
Muta 'akhkhirin min al ‘Ulama’ wa al-Hukama’ wa al-Mutakallimin, (Kairo: Maktabah
Kulliyah Azhariyyah, t.t.), 202-203. Bandingkan dengan Mohammad Yunus Masrukhin,
Menjadi Muslim Moderat: Teologi Asy’ariah di Era Kontemporer (Jakarta: OIAA
Indonesia, 2020), 41-42.
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Lain dari pada kedua hal tersebut, perebutan otoritas keagamaan
antarulama antarwilayah menjadi preseden untuk menyingkap bagaimana
ulama menyikapi peristiwa geopolitik melalui kredo-kredo dalam ushul
fikih. Perbedaan letak geografis dalam peralihan dominasi kekuasaan,
dari satu tempat ke tempat yang lain dan dari satu dinasti ke dinasti yang
lain, tidak semata menyoal tentang batas teritorial dan siapa yang berhak
untuk berkuasa, tetapi juga tentang posisi ulama sebagai agen dalam
perebutan identitas sektarian dan otoritas keagamaan di ruang publik.®
Dalam konteks geopolitik, respons ulama terhadap peristiwa-peristiwa
politik antarwilayah yang dialami dan dihadapi oleh ulama secara
langsung perlu dianalisis secara kritis. Hal ini diperlukan untuk melacak
bagaimana pemikiran ulama, melalui kredo-kredo ushul fikih, menyikapi
gerakan-gerakan politik keagamaan dari luar kawasan yang dinilai tidak
sejalan dengan ideologi politik yang diterapkan dan paham teologis yang
diyakini oleh rezim yang sedang berkuasa.®

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis diskursus politik
pengetahuan ulama dalam ushul fikih, saya memilih manhaj al-
mutakallimin sebagai objek yang diteliti. Pemilihan manhaj al-
mutakallimin sebagai objek penelitian dilatari oleh beberapa alasan.
Pertama, ulama ushul fikih dalam manhaj al-mutakallimin terlibat dalam
perebutan dominasi kekuasaan politik. Kedua, ulama ushul fikih dalam
manhaj al-mutakallimin merupakan tokoh-tokoh yang menguasai
diskursus teologis. % Ketiga, ulama ushul fikih dalam manhaj al-

mutakallimin merespons peristiwa-peristiwa geopolitik yang terjadi di

18 Flint, Introduction to Geopolitics, 3-11.

19 Perbedaan relasi ideologis, terlebih paham teologis, merupakan satu bentuk
identitas yang dapat membedakan satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Klaus
Dodds, Geopolitics (New York: Oxford University Press, 2007), 18.

20 Sya’ban, Usiil al-Figh al-Islami, 15-22; Zaidan, Al-Wajiz fi Usil al-Figh, 16—
18;
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luar wilayah otoritas keagamaannya dalam kitab ushul fikihnya masing-
masing. Keempat, ulama ushul fikih dalam manhaj al-mutakallimin
saling berkontestasi melalui kredo-kredo ushul fikih dalam Kkitab-
kitabnya masing-masing.

Adapun ulama yang dikaji dalam penelitian ini adalah Imam Asy-
Syafi’i, Imam Al-Juwaini, dan Imam Al-Ghazali dari mazhab suni serta
Al-Qadhi Abdul Jabbar dari mazhab muktazilah. Pemilihan ulama-ulama
tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, Imam Asy-
Syafi’i adalah sebagai peletak dasar disiplin ushul fikih. Meskipun Imam
Asy-Syafi’i tidak dikenal sebagai teolog, bukan berarti Imam Asy-Sayfi’i
anti dengan perdebatan-perdebatan teologis. 2 Adapun ketiga ulama
lainnya adalah ulama ushul fikih yang pada waktu bersamaan juga
merupakan pakar teologis. Kedua, keempat ulama tersebut merupakan
aktor-aktor yang dianggap paling berjasa dalam menginisiasi dan
mengembangkan model pemikiran dalam ushul fikih, khususnya manhaj
al-mutakallimin. Dalam penelitian Abdus Salam Balaji disebutkan bahwa
jika Imam Asy-Syafi’i adalah ulama yang meletakkan dasar pendisiplinan

ushul fikih, ketiga ulama lainnya adalah aktor-aktor yang melakukan

21 Sekalipun riwayat dari Imam Asy-Syafi’i bahwa “Ma shai” abghad ilayya
min al-kalam wa ahlih” masyhur, realitas akademik yang memantik mengapa Imam Asy-
Syafi’i menyatakan hal tersebut perlu dirasionalkan. Syamsuddin Adz-Dzahabi, Tarikh
al-Islam wa Wafayat al-Masyahir wa al-A‘lam, Juz 5 (Beirut: Dar Al-Gharb Al-"Islami,
2003), 164. Meskipun demikian, pernyataan tersebut sama sekali tidak mengindikasikan
bahwa Imam Asy-Syafi’i mengharamkan diskusi-diskusi seputar teologis. Dalam banyak
riwayat diceritakan tentang bagaimana Imam Asy-Syafi’i menanggapi perdebatan-
perdebatan teologis seputar, misalnya keesaan Tuhan, nama-nama Tuhan dan sifat-sifat-
Nya, apakah Al-Qur’an itu makhliiq atau gadim, tentang iman, gqada’ dan gadar, bukti-
bukti kenabian. Pernyataan tersebut, sebagaimana analisis Imam Jalaluddin As-Suyuthi,
merupakan bentuk ketegasan sikap Imam Asy-Syafi’i terhadap realitas pemikiran
keagamaan pada zaman Khalifah Al-Makmun yang mana semua hal tersebut berbeda
dengan apa yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi’i. Baca Abu Bakar Al-Baihaqi, Mandagib
Al-Shafi 7, Juz 1, (Kairo: Maktabah Dar At-Turats, 1970), 385-431. Padankan dengan
Fakhruddin Ar-Razi, Managib Al-Imam Al-ShafiT (Kairo: Maktabah Kullliyat
Azhariyyah, 1986), 99-113.
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revolusi metodologis (al-thaurah al-manhajiyyah) dalam ilmu ushul
fikih.?? Ketiga, meskipun mazhab Sunni dalam manhaj al-mutakallimin
terdiri dari mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, pemilihan
Imam Asy-Syafi’i, Imam Al-Juwaini, dan Imam Al-Ghazali sebagai
ulama yang dikaji dalam penelitian ini tidak untuk mewakili atau
merepresentasikan, apalagi mengunggulkan mazhab Syafi’iyah di atas
mazhab-mazhab yang lainnya. Pemilihan Imam Asy-Syafi’i, Al-Qadhi
Abdul Jabbar, Imam Al-Juwaini, dan Imam Al-Ghazali dalam penelitian
ini adalah karena keempat ulama tersebut memiliki riwayat tentang
bagaimana ulama dengan otoritas intelektualnya melakukan negosiasi
atau berkontestasi dengan elite politik pada zamannya masing-masing.
Dengan penentuan keempat ulama di atas, untuk menganalisis
relasi kuasa antara ulama dan penguasa, saya membatasi periode waktu
penelitian ini pada masa era Dinasti Abbasiyah, Dinasti Buwaihiyah, dan
Dinasti Saljukiyah. Ketiga era ini merupakan era di mana para ulama
tersebut menyusun kitab ushul fikihnya masing-masing. Imam Asy-
Syafi’i hidup pada era Dinasti Abbasiyah, Al-Qadhi Abdul Jabbar hidup
pada era dominasi kekuasaan Dinasti Buwaihiyah, serta Imam Al-Juwaini
dan Imam Al-Ghazali hidup pada era kejayaan Dinasti Saljukiyah. Selain
untuk menganalisis relasi kuasa antara ulama dan penguasa, perbedaan
ketiga era tersebut dapat membantu penelitian ini untuk menganalisis
bagaimana diskursus politik yang sedang berkembang pada setiap era
mengonstruksi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih. Karena
setiap era memiliki dinamika sosial dan politik yang berbeda-beda,
produk pemikiran ulama dalam Kkitab-kitab ushul fikih tentu akan
memiliki nuansa yang berbeda-beda pula, meskipun berada dalam satu

manhaj al-mutakallimin yang sama.

22 Balaji, Tazawwur ‘Ilm Usil al-Figh, 101.
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Berdasarkan persoalan akademik di atas, penelitian ini
menganalisis secara kritis bagaimana jalinan kerja sama antara ulama dan
penguasa, perdebatan paham teologis, dan peristiwa geopolitik yang
mengitari ulama, pada waktu yang bersamaan, mengonstruksi politik
pengetahuan ulama dalam ushul fikih. Penelitian ini terdiri dari tiga unsur
yang saling berjejaring satu sama lain, yakni isu utama (core issue)
tentang ulama dan politik pengetahuan; aspek-aspek yang diteliti
(researched aspects) tentang relasi kuasa, paham teologis, dan geopolitik;
dan kasus yang dikaji (case study) tentang pengaruh ketiga aspek tersebut

terhadap rumusan-rumusan yuridis dalam kredo-kredo ushul fikih.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penelitian ini
mengajukan pertanyaan mendasar tentang bagaimana dinamika sosial
dan politik pada waktu yang bersamaan memengaruhi politik
pengetahuan ulama yang dirumuskan melalui kredo-kredo dalam ushul
fikih. Pertanyaan mendasar tersebut diturunkan dalam rumusan masalah
penelitian sebagai berikut.
1. Bagaimana relasi kuasa mengonstruksi politik pengetahuan
ulama dalam ushul fikih?
2. Bagaimana kontestasi paham teologis menginfiltrasi politik
pengetahuan ulama dalam ushul fikih?
3. Bagaimana wacana geopolitik memengaruhi politik pengetahuan
ulama dalam ushul fikih?
4. Bagaimana ketiga aspek di atas membentuk politik pengetahuan

ulama dalam merumuskan kredo-kredo ushul fikih?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Menganalisis relasi kuasa yang mengonstruksi politik
pengetahuan ulama dalam ushul fikih.
b. Menganalisis kontestasi paham teologis yang menginfiltrasi
politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih.
¢. Menganalisis wacana geopolitik yang memengaruhi politik
pengetahuan ulama dalam ushul fikih.
d. Menganalisis politik pengetahuan ulama dalam rumusan
kredo-kredo ushul fikih.
2. Kegunaan Penelitian
a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan isu kajian
politik pengetahuan dalam pemikiran hukum Islam.
b. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian ilmiah
terhadap literatur-literatur klasik dalam pemikiran hukum
Islam.
c. Penelitian ini diharapkan mampu meluaskan cakrawala

wacana interdisipliner dalam kajian pemikiran hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Secara umum, penelitian-penelitian terhadap ulama dan disiplin
ushul fikih dalam sejarah pemikiran hukum Islam bersifat deskriptif-
normatif. Penelitian deskriptif menyajikan pembahasan seputar biografi

ulama ushul fikih,?® sedangkan penelitian normatif menekankan pada

23 Karya-karya Muhammad Abu Zahrah yang memaparkan biografi ulama-
ulama ushul fikih, seperti Abi Hanifah: Hayatuhu wa ‘Asruhu-Ara’uhu wa Fighuhu,
Malik: Hayatuhu wa ‘Asruhu-Ara’uhu wa Fighuhu, Al-Shafi’t: Hayatuhu wa ‘Asruhu-
Ara’uhu wa Fighuhu dan Ibn Hanbal: Hayatuhu wa ‘Asruhu-Ara uhu wa Fighuhu. Lihat
juga karya Ismail, Usil al-Figh: Tarikhuhu wa Rijaluhu.
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bagaimana ulama mengekstrak teks-teks keagamaan menjadi perangkat
metodologis penemuan hukum dalam ushul fikih.?* Penelitian yang
bersifat deskriptif-normatif ini, meskipun di dalamnya telah memaparkan
tentang keadaan sosial dan kondisi politik semasa ulama hidup, belum
menyentuh pada bagaimana ulama menghadirkan politik pengetahuannya
dalam merespons dan menyikapi fenomena-fenomena seputar perebutan
dominasi kekuasaan, kontestasi paham teologis, dan peristiwa geopolitik
yang dihadapi oleh ulama melalui kredo-kredo dalam ushul fikih itu
sendiri.

Adapun politik pengetahuan sebagai diskursus dalam kajian
keislaman telah didiskusikan oleh Omid Safi dalam penelitiannya tentang
bagaimana ulama dengan kapasitas intelektualnya dan penguasa dengan
otoritas politiknya dapat saling bekerja sama. Safi, dengan membatasi
abad kelima Hijriah sebagai periode waktu penelitiannya, menyimpulkan
bahwa hubungan antara ulama dan penguasa dapat dilakukan dengan
kerja sama politik melalui model negosiasi ideologis. Bagi Safi,
keberpihakan terhadap ideologi yang sama membentuk kesadaran ulama
dan penguasa untuk merumuskan dan menyosialisasikan model
pengetahuan yang dikehendaki. %

Meskipun demikian, kajian politik pengetahuan Safi di atas baru
menampilkan aspek negosiasi dalam konteks politik antara ulama dan
penguasa. Safi belum mendiskusikan bagaimana politik pengetahuan juga
berperan aktif memengaruhi kontestasi antarulama dan penguasa itu

sendiri. Lebih jauh, Safi juga belum mendeskripsikan bagaimana ketiga

24 Karya-karya ulama kontemporer yang meramu pandangan-pandangan
metodologis ulama ushul fikih lintas mazhab, seperti Usi/ al-Figh al-Islamr karya
Wahbah Zuhaili, Al-Wajiz fi Usal al-Figh karya Abdul Karim Zaidan, Manahij Al-
Fugaha’ fi Istinbat Al-Ahkam karya Qahthan Abdurrahman Ad-Duri, dan Al-Maharah al-
Usaliyyah wa Atharuha fi al-Nadj al-Fight karya Sa’duddin Mas’ud Hilali.

25 3afi, The Politics of Knowledge.
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aspek tersebut memengaruhi sikap politik ulama yang dinarasikan
melalui kredo-kredo ushul fikih. Berbeda dengan Safi yang meletakkan
tasawuf sebagai diskursus politik pengetahuan untuk menjelaskan aspek
negosiasi antara ulama dan penguasa, saya memilih ushul fikih sebagai
diskursus untuk membuktikan bahwa politik pengetahuan tidak hanya
menyoal aspek negosiasi semata, tetapi juga mempersoalkan aspek
kontestasi di dalamnya. Pilihan ini tentu akan menghasilkan temuan yang
berbeda.

Hukum Islam, sebagai produk pengetahuan ulama, dalam
pandangan Armando Salvatore, tidak serta-merta secara mandiri berlaku
di ruang publik tanpa mempertimbangkan respons elite penguasa sebagai
pihak yang memiliki otoritas politik di ruang publik.?® Ulama dan
penguasa, dalam kajian Abdul Majid Shagir, sama-sama memiliki
otoritas berdasarkan pembagian wilayah kewenangannya masing-masing.
Ulama memiliki otoritas dalam bidang keagamaan dan penguasa dalam
bidang politik. 2 Hubungan antara ulama dan penguasa tidak hanya
menyoal tentang bagaimana ulama dan penguasa saling melegitimasi,
tetapi juga dalam keadaan tertentu, kedua pihak tersebut dapat saling
mengKkritisi.

Dalam bahasa Khaled Abou Al Fadl, otoritas terbagi ke dalam
dua tipologi, otoritas koersif (coercive authority) dan otoritas persuasif
(persuasive authority). Otoritas koersif adalah kemampuan untuk
mengarahkan perilaku seseorang melalui beragam cara, seperti bujukan-
bujukan, berbagi keuntungan, ancaman-ancaman, atau bahkan
penjatuhan sanksi hukuman, sehingga seseorang tersebut terkondisikan

tidak punya pilihan, kecuali mematuhinya. Adapun otoritas persuasif,

% Armando Salvatore, The Sociology of Islam: Knowledge, Power and Civility
(New Jersey: Wiley Blackwell, 2016), 13.
27 Shagir, Al-Ma‘rifah wa al-Sulzah, 20-25.
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yang melibatkan kekuasaan normatif, adalah kemampuan untuk
mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang berdasarkan asas
kepercayaan.?® Dari dua tipologi ini, otoritas elite penguasa bersifat
koersif dan otoritas ulama bersifat persuasif, yang dalam bahasa Abdul
Majid Shagir diterjemahkan dengan terminologi penguasa politik (rijal
al-siyasah) dan penguasa pengetahuan (rijal al-ma ‘rifah).?® Pada titik ini,
hubungan antara ulama dan penguasa perlu dianalisis secara kritis untuk
melacak diskursus politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih itu
sendiri.

Selain relasi kuasa, paham teologis juga berperan membentuk
politik pengetahuan ulama dalam disiplin ushul fikih. Penelitian terhadap
pengaruh paham teologis terhadap ushul fikih dalam kesarjanaan Timur,
sebagaimana penelitian Abdus Salam Balaji, baru sebatas menganalisis
tentang peleburan horizon antara ilmu ushul fikih dan ilmu kalam,
khususnya yang berkaitan dengan wacana-wacana etik.*® Hal tersebut,
sebagaimana penelitian Muhammad bin Ali Al-Jailani, memantik alur
perdebatan yang bersifat normatif-komparatif. 3 Meskipun demikian,
kedua tokoh tersebut belum menganalisis secara kritis bagaimana paham
teologis yang diyakini oleh ulama ushul fikih manhaj mutakallimin turut
berperan dalam kontestasi identitas sektarian di ruang publik.

Berbeda dengan tradisi kesarjanaan Timur, George Makdisi dari
kesarjanaan Barat melihat bahwa konsep-konsep hukum dalam ushul
fikih merupakan interpretasi yuridis dari aspek-aspek teologis. Bagi

Makdisi, muatan ushul fikih sarat akan nuansa-nuansa teologis. Hampir

28 Khaled Abou EI Fadl, Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and
Women (London: Oneworld Publications, 2014), 50.

29 Shagir, Al-Ma rifah wa al-Sulzah, 30-33.

%0 Balaji, Tazawwur ‘llm Usil al-Figh.

8L Al-Jailani, ‘Alagah ‘Nlm al-Usil al-Figh.
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semua rumusan hukum yang dikonstruksikan oleh ulama terinfiltrasi
dengan paham teologis yang diyakini oleh ulama ushul fikih itu sendiri.
Pada titik ini, menurut Makdisi, hegemoni paham teologis dalam ushul
fikih begitu mengakar kuat sehingga ushul fikih bukan merupakan
seperangkat rumusan teori hukum (legal theory), melainkan lebih tepat
disebut sebagai teologi yuridis (juridical theology).%

Kesimpulan penelitian Makdisi bahwa ushul fikih merupakan
teologi yuridis sah-sah saja karena Makdisi memosisikan diskursus
teologis sebagai titik pijak penelitiannya. Namun, Makdisi belum secara
kritis mengeksplor bagaimana hegemoni kekuasaan juga turut
mengonstruksi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih. Hal ini
karena, menurut Abdul Majid Shagir, perkembangan ushul fikih,
khususnya manhaj al-mutakallimin, selain terpengaruh oleh paham
teologis, juga berkaitan dengan perebutan kekuasaan.® Perbedaan sikap
politik yang ditampilkan oleh ulama, dalam analisis Abdul Jawad Yasin,
menunjukkan bahwa ushul fikih sebagai pengetahuan di tangan ulama
memiliki fungsi politik, baik afirmatif maupun kritis, terhadap kebijakan-
kebijakan politik karena pada waktu yang bersamaan, kekuasaan turut
memproduksi model pengetahuan yang sesuai dengan orientasi dan
gejala-gejala politik yang dihadapi oleh ulama itu sendiri.®*

Dengan tidak mengesampingkan data-data dalam penelitian-
penelitian terdahulu terhadap ulama dan disiplin ushul fikih, penelitian
ini mengembangkan model analisis kritis. Keberadaan Imam Asy-Syafi’i
dari luar kekuasaan politik yang berkontestasi dengan Khalifah Al-
Makmun pada era Dinasti Abbasiyah, kehadiran Al-Qadhi Abdul Jabbar
dalam lingkar kekuasaan politik pada era Dinasti Buwaihiyah yang elite

32 Makdisi, “The Juridical Theology of Shafi’,” 5-47.
33 Shagir, Al-Ma rifah wa al-Sulzah.
34 Yasin, Al-Sultah fi al-Islam, 65.
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penguasanya bermazhab syiah, serta peran Imam Al-Juwaini dan Imam
Al-Ghazali dalam jaringan politik kekuasaan pada era Dinasti Saljukiyah
merupakan isu-isu sosial dan politik yang dianalisis secara kritis dalam
penelitian ini.

Dengan demikian, berbeda dengan penelitian-penelitian
sebelumnya, penelitian ini menganalisis bagaimana sikap politik yang
ditampilkan oleh ulama-ulama ushul fikih terhadap elite politik pada
zamannya, di mana hal ini berkaitan dengan kontestasi paham teologis
dan peristiwa geopolitik yang mereka hadapi, memengaruhi ulama dalam
merumuskan kredo-kredo ushul fikih yang secara politik berimplikasi

pada perebutan kekuasaan.

E. Kerangka Teori

Hubungan timbal balik antara ulama dan penguasa, keberpihakan
terhadap paham teologis yang sama, serta konteks geopolitik yang
mengitari keduanya merupakan aspek-aspek yang melatarbelakangi
diskursus politik pengetahuan dalam ushul fikih. Dalam penelitian ini,
kesalingkaitan antara ketiga aspek tersebut diteliti dengan menggunakan
teori relasi kuasa Michel Foucault. Secara teoretis, relasi kuasa bekerja
untuk menganalisis tentang bagaimana kekuasaan (power) dan
pengetahuan (knowledge) saling bergerak, menyikapi, dan kemudian
membentuk wajah sebuah peradaban (civilization).* Dalam konteks
penelitian ini, ketiga variabel tersebut digunakan sebagai acuan dalam
pemetaan aspek-aspek yang diteliti. Pertama, kekuasaan merujuk pada
bagaimana elite penguasa yang memiliki otoritas politik, seperti khalifah,

sulzan, dan wazir, turut andil dalam mengonstruksi politik pengetahuan

35 Michel Foucault, The Archeology of Knowledge (New York: Pantheon Books,
1980), 137.
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ulama dalam ushul fikih. Kedua, pengetahuan merujuk pada bagaimana
ulama, yang dinilai sebagai pihak yang memiliki otoritas keagamaan,
melegitimasi atau mendelegitimasi kekuasaan politik melalui wacana-
wacana keagamaan dalam ushul fikih. Ketiga, peradaban merujuk pada
bagaimana kontestasi antardinasti pada sebuah era, seperti Abbasiyah,
Buwaihiyah, dan Saljukiyah, turut mengonstruksi politik pengetahuan
ulama dalam ushul fikih.

Relasi resiprokal antara kekuasaan dan pengetahuan menjadi
kunci teoretis dalam penelitian ini. Kekuasaan di tangan elite penguasa
merupakan sebentuk otoritas politik (sulzah al-siyasah) yang dengan hal
ini penguasa memiliki wewenang untuk menentukan siapa ulama yang
berkarisma dan dipandang mampu memberikan legitimasi keagamaan
sehingga layak untuk diajak bekerja sama.*® Kekuasaan, bagi Foucault,
tidak hanya dimiliki oleh satu orang atau kelompok tertentu®’ maka pada
waktu yang bersamaan, kerja sama antara ulama dan penguasa akan
menghadapi kontestasi dari pihak yang ideologi politik dan paham
teologisnya berbeda. Kesadaran ini menunjukkan bahwa relasi antara
ulama dan penguasa tidak semata-mata karena persoalan politik, tetapi
juga berkaitan dengan keberpihakan terhadap paham teologis serta
masalah-masalah geopolitik yang dihadapi oleh kedua belah pihak secara
bersamaan.

Menariknya, pengetahuan, bagi Foucault, juga memiliki efek
kuasa.®® Pengetahuan, dengan segenap relasi yang dibentuknya, dapat

mengafirmasi atau mengkritisi, bahkan mendominasi sebuah wacana

% Salvatore, The Sociology of Islam, 19.
87 Foucault, The Archeology of Knowledge, 45.
38 Foucault, The Archeology of Knowledge, 5-6.
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pada sebuah era.® Ushul fikih sebagai sebuah disiplin keilmuan, di
tangan ulama, sebagai pihak yang dipandang memiliki otoritas
pengetahuan (sulzah al-ma ‘rifah), berperan secara krusial sebagai sikap
dan respons ulama terhadap peristiwa-peristiwa politik dan kontestasi
paham keagamaan yang dihadapi oleh ulama itu sendiri. “° Ihwal
akademik ini perlu dianalisis untuk melihat sejauh mana dan bagaimana
ulama dengan kuasa pengetahuannya turut mewarnai perebutan dominasi
kekuasaan politik dan hegemoni paham teologis melalui wacana-wacana
etik dalam ushul fikih. Hal ini perlu karena justifikasi terhadap kebijakan
politik, apakah ia baik sehingga layak untuk didukung atau sebaliknya,
merupakan bagian dari hukum itu sendiri.**

Selain hubungan antara ulama dan penguasa yang berkaitan
dengan kerja sama politik dan keberpihakan terhadap paham teologis
yang sama, kritik dan kontra narasi terhadap jalinan kerja sama
antarkeduanya dari pihak-pihak dari luar kekuasaan menjadi hal lain yang
perlu diteliti. Perbedaan asal-usul dan wilayah geografis antara
Abbasiyah, Buwaihiyah, dan Saljukiyah perlu dikaji melalui kebijakan
politik lintas wilayah yang dilakukan oleh para pihak.*? Selain perbedaan
wilayah kekuasaan, perebutan identitas di ruang publik dan kontestasi
antarulama, yang bekerja sama dengan elite penguasa, menyoal batas-
batas otoritas keagamaannya juga perlu dianalisis secara kritis. Karena

selain dari ketiga dinasti tersebut, keberadaan Dinasti Fathimiyah di

39 Michael Payne, Reading Knowledge: An Introduction to Barthes, Foucault
and Althusser (USA: Blackwell, 1997), 21.

40 Yasin, Al-Sultah fi al-Islam.

41 Shagir, Al-Ma ‘rifah wa al-Sulzah.

42 Dalam kajian geopolitik, perbedaan letak geografis antarwilayah-wilayah
yang berkuasa meniscayakan ragam komunikasi politik di dalamnya. Flint, Introduction
to Geopolitics, 27.
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Mesir juga turut berkontestasi dalam perebutan dominasi kekuasaan
melalui wacana-wacana keagamaan.*

Dalam konteks geopolitik, ulama merupakan agen yang terlibat
secara langsung dalam perebutan identitas dan wilayah otoritas politik
keagamaan di ruang publik.* Agensi politik ulama ini dapat dilihat
sebagai upaya penyebarluasan dominasi kekuasaan dan pengembangan
diskursus keagamaan itu sendiri.*® Sebagai strategi geopolitik, paradigma
etik sebagai politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih berperan dalam
merumuskan dua hal sekaligus: pertama, berdasarkan kekuasaan politik,
mana dinasti yang baik (the good empire) dan mana dinasti yang buruk
(the bad empire); kedua, berdasarkan identitas keagamaan, mana kubu
dengan paham teologis yang baik (the good side) dan mana kubu dengan
paham teologis yang buruk (the bad side).*

Selain teori relasi kuasa Michel Foucault, penelitian ini juga
menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough. Menurut
Fairclough, teks tidak sama dengan diskursus. Bagi Fairclough, teks
merupakan sebuah produk, sedangkan diskursus bersifat lebih luas yang
mencangkup seluruh proses interaksi sosial di mana teks hanya menjadi
salah satu bagiannya.*’ Fairclough menilai bahwa analisis terhadap teks
semata tidaklah cukup karena tidak dapat mengungkap lebih dalam secara

detail seperti apa dan bagaimana kondisi-kondisi yang melatarbelakangi

43 Lihat hasil penelitian Long Term Strategy Group dalam “The Sunni-Shi’a
Divide: Origins, Theology, and Geopolitics in the Past and Present” yang dipublikasikan
pada tahun 2007.

44 Dodds, Geopolitics, 17.

45 Saul Bernard Cohen, Geopolitis: The Geography of Internasional Relations
(Amerika: Rowman & Litlefield, 2013), 9.

46 Tipologi tentang istilah-istilah ini, dalam kajian geopolitik, merupakan hasil
framing politik yang sengaja diwacanakan agar wilayah yang berada di luar batas teritorial
dan yang memiliki identitas berbeda dapat dikuasai. Dodds, Geopolitics, 83.

47 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (London: Polity Press,
2006), 3.
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kehadiran sebuah teks.*® Dengan distingsi ini, teks tidak dianggap otonom
yang bebas dari diskursus-diskursus sosial yang melatarinya.*°
Fairclough mendefinisikan diskursus dalam tiga tipologi yang
berbeda. Pertama, diskursus diartikan sebagai penggunaan bahasa
sebagai praktik sosial. Kedua, diskursus didefinisikan sebagai sejenis
bahasa yang digunakan dalam bidang tertentu, misalnya diskursus politik
dan diskursus saintifik. Ketiga, dalam pengertian yang konkret, diskursus
digunakan untuk menunjuk cara berbahasa yang dapat memberikan
makna terhadap pengalaman-pengalaman dari perspektif-perspektif
tertentu, misalnya diskursus feminis dan diskursus marxis.>® Diskursus,
menurut Fairclough, memiliki peran krusial dalam mengonstruksi
identitas sosial, relasi sosial, dan sistem pengetahuan dan keyakinan
masyarakat. Bagi Fairclough, diskursus memiliki tiga fungsi. Pertama,
fungsi identitas yang menegaskan bagaimana peran diskursus dalam
membentuk identitas sosial anggota masyarakat. Kedua, fungsi relasional
yang berkaitan dengan bagaimana keberadaan diskursus menciptakan
relasi-relasi sosial di dalam masyarakat berdasarkan pada identitas
sosialnya. Ketiga, fungsi ideasional yang merujuk pada peran diskursus
dalam mengonstruksi pengetahuan dan keyakinan yang menjadi sumber
referensi bagi masyarakat untuk memaknai dunianya berdasarkan
identitas sosial dan relasi sosial yang saling berjejaring dalam

kehidupannya.®

48 Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis: The Critical Study of
Language (London and New York: Longman, 1995), 187.

4 Christopher N Candlin, “General Editor’s Preface,” dalam Norman
Fairclough, Language and Power (London and New York: Longman, 1996), vi.

50 Marianne Jorgensen dan Louise J. Phillips, Discourse Analysis as Theory and
Method (London: Sage, 2002), 66-67.

51 Elya Munfarida, “Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman
Fairclough,” Komunika 8, no. 1 (2014): 8-9.
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Dalam analisis wacana kritis Fairclough, kombinasi antara
diskursus dan teks memiliki manfaat paradigmatik untuk mengeksplor
bagaimana relasi kuasa di balik teks dan bagaimana kekuasaan
diartikulasikan secara tekstual.®? Analisis wacana kritis Fairclough ini
menyediakan metodologi yang memadai bagi analisis teks yang pada
dasarnya merupakan representasi dan artikulasi dari pemikiran,
kepentingan, dan ideologi yang dilekatkan pada teks itu sendiri. %
Analisis wacana kritis yang ditawarkan oleh Fairclough tidak hanya
menyoal pada diskursus teks semata, tetapi juga mencakup praktik
diskursif di dalamnya, seperti produksi teks, distribusi teks, dan konsumsi
teks yang saling berjejaring dengan faktor-faktor sosial yang
mengitarinya.> Pada titik ini, teks sebagai produk merupakan hasil dari
relasi antara praktik diskursif dan praktik sosial sekaligus yang
eksistensinya secara otomatis disituasikan dan berada dalam ruang,
waktu, dan kehidupan sosial di mana teks tersebut muncul.

Berangkat dari kesadaran bahwa teks tidak hadir secara otonom,
penelitian ini tidak menekankan pada ushul fikih dari aspek-aspek
tekstualnya, tetapi menitikberatkan pada aspek-aspek praktik diskursif
dan praktik sosial yang mengitari ulama sebagai pengarangnya. Pada titik
ini, kajian politik pengetahuan sebagai diskursus dalam ushul fikih
merupakan satu bentuk upaya pelacakan diskursif untuk membuktikan
bahwa kredo-kredo ushul fikih yang diproduksi oleh ulama memiliki
relasi dengan sikap ulama terhadap dominasi kekuasaan politik,
keberpihakan ulama terhadap paham teologis tertentu, serta peristiwa-
peristiwa geopolitik yang mereka hadapi. Secara sederhana, kerangka

teoretis penelitian ini didesain sebagai berikut.

52 Norman Fairclough, Language and Power (London: Longman, 1996), 17.
53 Sara Mills, Discourse (London: Routledge, 1997), 10.
54 Fairclough, Discourse and Social Change, 73.
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Gambar 1.1.

Konstruksi Diskursus Politik Pengetahuan Ulama dalam Ushul Fikih
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Berdasarkan kerangka teoretis di atas, penelitian ini tidak hendak
meletakkan ushul fikih sebagai teks, tetapi ushul fikih sebagai diskursus.
Penelitian ushul fikih sebagai teks berbeda dengan penelitian ushul fikih
sebagai diskursus. Ushul fikih sebagai teks dalam penelitian kesarjanaan
Timur hanya mendeskripsikan tentang bagaimana ulama memproduksi
sebuah hukum. Pada momen ini, ushul fikih hadir sebagai teori hukum
(legal theory). Sementara itu, ushul fikih sebagai diskursus teologis,
sebagaimana penelitian Makdisi dari kesarjanaan Barat, menghasilkan
temuan bahwa ushul fikih merupakan sebentuk teologi yuridis (juridicial
theology). Berbeda dengan keduanya, penelitian ini menekankan pada
diskursus politik pengetahuan dalam ushul fikih yang mempersoalkan
bagaimana ulama dengan kuasa pengetahuannya melegitimasi atau
mendelegitimasi kekuasaan politik, mengkritisi paham teologis yang
berbeda, serta menyikapi peristiwa-peristiwa geopolitik yang terjadi di

luar wilayah otoritas keagamaannya. Dengan demikian, penelitian ini
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mengajukan tesis bahwa ushul fikih, berdasarkan kredo-kredo yang ada
di dalamnya, merupakan diskursus politik pengetahuan ulama dalam
merespons perebutan dominasi kekuasaan politik, kontestasi paham
teologis, dan gejala-gejala geopolitik yang dihadapi oleh ulama itu

sendiri.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian
kualitatif untuk menganalisis pengaruh relasi kuasa, paham teologis, dan
peristiwa geopolitik yang dihadapi oleh ulama terhadap diskursus politik
pengetahuan dalam ushul fikih. Karena penelitian kualitatif berkaitan
dengan pengoleksian, analisis, dan pemaknaan data-data, * saya
menyadari bahwa untuk menganalisis politik pengetahuan ulama dalam
ushul fikih, kajian terhadap ushul fikih sebagai sebuah diskursus
memerlukan kerja interpretatif yang baru. Hal ini dibutuhkan untuk
menguji sejauh mana tesis penelitian ini dapat dibuktikan. Berkenaan
dengan hal tersebut, dalam upaya penelusuran dan rasionalisasi data-data
historis, saya menggunakan pendekatan sosiopolitik.

Dalam bahasa yang sederhana, pendekatan sosiopolitik adalah
sebuah pendekatan yang menggabungkan aspek sosial dan politik untuk
memahami sebuah masalah atau fenomena yang diteliti. > Termasuk
konsep kunci dalam pendekatan sosiopolitik adalah kekuasaan dan
identitas sosial. Kekuasaan merujuk pada bagaimana kemampuan untuk

memengaruhi tindakan orang lain, baik melalui pengaruh langsung

5 John W. Creswell, Research Designe Qualitative, Quantitative, and Mixed
Methods Approaches (London: Sage, 2009), 173.

56 Litfi Sunar (ed.), The Routledge International Handbook of Contemporary
Muslim Socio-Political Thought, Routledge International Handbooks (Abingdon, Oxon;
New York, NY: Routledge, 2021), x—xi.
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maupun tidak langsung, %" sedangkan identitas sosial mengacu pada
aspek-aspek diri seseorang yang terkait dengan kelompok sosial tertentu,
seperti agama, etnisitas, dan profesi. Pendekatan sosiopolitik didasarkan
pada pemahaman yang kuat tentang kekuasaan dan identitas sosial serta
bagaimana keduanya memengaruhi dan membentuk sebuah pemikiran.®
Dalam pendekatan sosiopolitik, tidak ada pengetahuan murni yang bisa
melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan dan identitas sosial itu sendiri.>®
Kekuasaan dan identitas sosial dapat memengaruhi pandangan dan
kepentingan yang berbeda-beda dalam masyarakat, bahkan juga dapat
memengaruhi proses pembuatan hukum dan penetapan kebijakan
publik.®

Kaitannya dengan penelitian ini, baik ulama maupun penguasa
sama-sama memiliki kekuasaan dan identitas sosial yang memungkinkan
keduanya untuk menjalin kerja sama dan mengatur strategi untuk
menyikapi kontestasi-kontestasi, baik dalam wacana politik maupun
wacana keagamaan, dari pihak-pihak lain yang memiliki kekuasaan dan
identitas sosial yang berbeda. Agama, dalam sejarah politik Islam,
merupakan faktor penting dalam menentukan kebijakan publik dan
mengatur konflik sosial.®* Pada era ketiga dinasti yang dianalisis dalam
penelitian ini, ulama sebagai simbol otoritas keagamaan memainkan

peran penting dalam pengaturan kehidupan sosial dan politik. Misalnya,

57 Sidney G. Tarrow, Power in Movement Social Movements and Contentious
Politics, ed. ke-3 (New York: Cambridge University Press, 2011), 8.

%8 Mauricio Garcia-Villegas, “A Comparison of Sociopolitical Legal Studies,”
Annual Review of Law and Social Science 12, no. 1 (October 2016): 25-44.

59 A. Khoshkish, The Socio-Political Complex: An Interdisciplinary Approach
to Political Life, ed. ke-1, Pergamon International Library of Science, Technology,
Engineering, and Social Studies (Oxford; New York: Pergamon Press, 1979), 321.

60 Sami Zubaida, Law and Power in the Islamic World, Repr, Library of Modern
Middle East Studies 34 (London: Tauris, 2005), 74-78.

61 Timothy P. Daniels (ed.), Sharia Dynamics: Islamic Law and Sociopolitical
Processes, Contemporary Anthropology of Religion (Cham, Switzerland: Palgrave
Macmillan, 2017), 1-28.
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melalui bagaimana rumusan-rumusan yuridis dalam kredo-kredo ushul
fikih dapat berimplikasi secara politik untuk melegitimasi atau
mendelegitimasi kebijakan-kebijakan sosial dan politik yang diputuskan
oleh pihak yang berkuasa.

Secara teknis, dalam penelitian ini, pendekatan sosiopolitik
digunakan untuk menganalisis pengaruh relasi kuasa antara ulama dan
elite politik, kontestasi paham teologis, dan peristiwa geopolitik yang
dihadapi oleh kedua pihak tersebut sebagai latar sejarah sosial dan politik.
Dengan memosisikan ushul fikih sebagai sebuah diskursus, yang tidak
lahir secara otonom dan tidak berangkat dari ruang hampa, saya melihat
bahwa rumusan-rumusan yuridis dalam kredo-kredo ushul fikih adalah
hasil dialektik dari dinamika sosial dan politik. Artinya, kredo-kredo
ushul fikih yang dirumuskan oleh ulama ushul fikih dapat dianalisis
sebagai strategi politik pengetahuan ulama untuk menyikapi fenomena-
fenomena sosial dan politik yang mereka hadapi pada eranya masing-
masing. Dengan demikian, penelitian ini, sekali lagi, bertujuan untuk
menganalisis bahwa kredo-kredo ushul fikih yang dirumuskan oleh ulama
tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial dan politik yang dihadapi oleh
ulama itu sendiri.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Pertama,
sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah
kitab-kitab induk dalam ushul fikin manhaj al-mutakallimin, yaitu Al-
Risalah karya Imam Asy-Syafi’i; Al-Mughni /i Abwab at-Taukid wa al-
‘Adl, khususnya volume 11, volume 17, dan volume 20, karya Al-Qadhi
Abdul Jabbar; Al-Burhéan karya Imam Al-Juwaini; dan Al-Mustasfa karya
Imam Al-Ghazali. Kedua, sumber data sekunder yang meliputi literatur
sejarah politik dan pemikiran Islam abad pertengahan, literatur sejarah

perkembangan ilmu ushul fikih, literatur pemikiran hukum Islam
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interdisipliner, literatur pemikiran tentang relasi ushul fikih dan ilmu
kalam, serta penelitian-penelitian mutakhir tentang perdebatan dinamika
sosial dan politik dalam kajian pemikiran hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam
beberapa tahap. Pertama, menghimpun literatur-literatur ushul fikih
manhaj al-mutakallimin sebagai sumber data primer dan mengumpulkan
literatur-literatur penunjang, seperti sejarah politik Islam dan penelitian-
penelitian mutakhir yang berkaitan dengan pemikiran hukum Islam.
Kedua, mengklasifikasikan literatur-literatur tersebut berdasarkan topik
pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang telah dihimpun dan diklasifikasi kemudian dianalisis
dan diinterpretasikan menggunakan cara baca interdisipliner. Pembacaan
interdisipliner dilakukan untuk menganalisis diskursus politik
pengetahuan ulama dalam sumber data primer sekaligus melakukan
pembacaan ulang terhadap sumber data sekunder untuk melengkapi
analisis penelitian agar argumentasi yang dibangun dapat dikembangkan
secara dinamis.

Adapun mengenai validasi data terhadap sumber data primer dan
sumber data sekunder dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, saya
melakukan pelacakan literatur melalui kitab-kitab sejarah karya ulama
klasik, baik yang berkenaan dengan sejarah politik dalam peradaban
Islam maupun sejarah perkembangan ilmu ushul fikih. Kedua, saya
membaca ulasan-ulasan para filolog ketika mereka meneliti naskah-
naskah kuno karya ulama ushul fikih manhaj al-mutakallimin. Ketiga,
saya menganalisis langsung karya-karya ulama ushul fikih manhaj al-
mutakallimin dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti

terhadap karya-karya ulama ushul fikih manhaj al-mutakallimin tersebut.
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Setelah  segenap  proses  penelitian  selesai, dengan
mempertimbangkan semua bahan kajian yang telah dideskripsikan,
didiskusikan, dianalisis, dan dikritisi, saya berupaya untuk menarasikan

kesimpulan penelitian secara objektif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan dalam
enam bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan dalam penelitian ini mencakup
tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan. Bagian ini mengemukakan beberapa hal, seperti isu-isu
akademik dan alasan-alasan argumentatif seputar aspek-aspek yang
diteliti, menganalisis kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para sarjana
terdahulu untuk memetakan posisi penelitian ini serta mendeskripsikan
bagaimana cara menghimpun, menganalisis, dan memvalidasi data-data
penelitian.

Bab Il Ulama dan Penguasa: Dari Perebutan Kekuasaan ke
Kontestasi Kuasa Pengetahuan. Bab kedua ini menganalisis tentang
bagaimana hubungan antara ulama dan penguasa dalam mengonstruksi
diskursus politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih manhaj al-
mutakallimin. Perbedaan ulama dalam menyikapi peristiwa-peristiwa
perebutan dominasi kekuasaan antarpemangku kekuasaan menjadi objek
yang dianalisis dalam bagian ini. Kontestasi Imam Asy-Syafi’i terhadap
ideologi politik delegasi Tuhan yang disosialisasikan oleh Khalifah Al-
Makmun pada era Dinasti Abbasiyah, kerja sama Al-Qadhi Abdul Jabbar
dengan Kesultanan Buwaihiyah untuk menduduki lembaga-lembaga

yudikatif, serta jaringan politik yang dibangun oleh Imam Al-Juwaini dan
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Imam Al-Ghazali dengan Kesultanan Saljukiyah melalui lembaga
pendidikan dalam mengekstrak pembagian kekuasaan merupakan aspek-
aspek yang diteliti untuk menguraikan bagaimana negosiasi atau
kontestasi antara ulama dengan penguasa turut memengaruhi pandangan-
pandangan etika politik ulama dalam ushul fikih manhaj al-mutakallimin.

Bab 11l Ulama dan Wacana Teologis: Dari Paham Keagamaan ke
Kontestasi Identitas Sektarian. Bab ketiga ini menganalisis secara kritis
tentang bagaimana perbedaan paham teologis antarulama menginfiltrasi
diskursus politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih manhaj al-
mutakalimin. Keberpihakan ulama terhadap paham teologis tertentu dan
kritik ulama terhadap paham teologis yang berbeda merupakan aspek
yang dikaji dalam bagian ini. Bagian ini bertujuan untuk meneliti ihwal
diskursif tersebut untuk melacak sejauh mana konsepsi teologis yang
diyakini oleh ulama memengaruhi diskursus politik pengetahuan ulama
dalam ushul fikih manhaj al-mutakallimin.

Bab IV Ulama dan Wacana Geopolitik: Dari Kontestasi Wilayah
Politik Keagamaan ke Produksi Pengetahuan. Bab keempat menganalisis
secara kritis tentang bagaimana ulama yang berperan sebagai aktor
pengetahuan, di satu sisi, atau agen politik, di sisi yang lain, dalam
menyikapi peristiwa geopolitik yang mengitari kehidupan ulama selaku
pengarang itu sendiri. Perbedaan sikap ulama dalam merespons
ketegangan politik antarwilayah dan perebutan dominasi kekuasaan
melalui wacana-wacana keagamaan adalah aspek-aspek yang dikaji
dalam bagian ini. Bab ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
konteks geopolitik turut memengaruhi diskursus politik pengetahuan
ulama dalam ushul fikih manhaj al-mutakallimin.

Bab V Ulama, Politik Teo-Yuridis dan Kredo Ushul Fikih. Bab

kelima ini merupakan refleksi kritis terhadap data-data yang telah
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dipaparkan dan dianalisis dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab kelima
ini, saya mengenalkan terminologi politik teo-yuridis sebagai diskursus
yang membingkai bagaimana relasi kuasa, kontestasi paham teologis, dan
peristiwa geopolitik yang dihadapi oleh ulama dapat dijelaskan dan
dibuktikan melalui kredo-kredo ushul fikih yang dirumuskan oleh ulama
manhaj al-mutakallimin tersebut. Bab kelima ini, menurut saya,
merupakan bagian yang paling menantang karena selain harus dapat
mendeskripsikan bagaimana dinamika sosial dan politik memengaruhi
pemikiran ulama dalam rumusan kredo-kredo ushul fikih, pada waktu
yang bersamaan, saya juga harus dapat merasionalkan implikasi
politiknya sekaligus.

Bab VI Penutup. Bab keenam berisi tentang kesimpulan
penelitian, implikasi teoretis dan saran-saran untuk penelitian
selanjutnya. Bagian ini, selain mengemukakan temuan-temuan penelitian
sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dan implikasi
teoretis sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan, saya
mengemukakan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini sekaligus
menawarkan aspek-aspek kajian yang bisa ditindaklanjuti oleh para

peneliti selanjutnya.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dihimpun, dipaparkan, dan
dianalisis, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal berikut.

Pertama, relasi antara ulama dan penguasa secara diskursif
mengonstruksi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih melalui
bagaimana kedua belah pihak saling mengafirmasi atau mengkritisi.
Ulama yang berpihak kepada rezim yang berkuasa akan memberikan
legitimasi keagamaan melalui penafsiran terhadap teks-teks hukum untuk
mendukung keberadaan pihak yang berkuasa. Sementara itu, ulama yang
mengambil sikap resisten terhadap penguasa akan mendelegitimasi
keberadaan pihak yang berkuasa melalui pola yang sama. Ulama yang
berada dalam lingkar kekuasaan politik akan secara terbuka membela
keberadaan pihak yang berkuasa, sedangkan ulama dari luar kekuasaan
politik akan secara terbuka juga melakukan perlawanan terhadap
kebijakan-kebijakan politik yang diterapkan oleh penguasa. Secara
resiprokal, penguasa yang mendapatkan legitimasi keagamaan dari ulama
akan mendukung wulama untuk dapat beraktivitas secara bebas
menyebarluaskan  pemikiran-pemikiran =~ keagamaannya.  Namun,
penguasa yang tidak mendapatkan legitimasi keagamaan dari ulama akan
membatasi kebebasan ruang gerak ulama itu sendiri. Pada titik ini,
kontestasi antara ulama dan penguasa, pada waktu yang bersamaan,
berdampak pada diskursus teologis yang yakini oleh keduanya.

Kedua, perbedaan atau keberpihakan terhadap paham teologis

antara ulama dan penguasa juga turut menginfiltrasi diskursus politik
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pengetahuan ulama dalam ushul fikih. Konstruksi etika teo-yuridis yang
dirumuskan oleh Imam Asy-Syafi’i untuk mengkritisi ideologi politik
delegasi Tuhan (al-tafwid al-ilahi) yang diberlakukan oleh Khalifah Al-
Makmun pada era Abbasiyah merupakan bukti bahwa ulama yang berada
di luar kekuasaan politik dan tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil
oleh penguasa, keduanya akan saling berkontestasi. Namun, ketika ulama
dan penguasa memiliki keberpihakan yang sama terhadap paham teologis
tertentu, keduanya akan saling mengafirmasi. Hal ini sebagaimana yang
terjadi dalam politik lembaga pendidikan yang diinisiasi oleh Nizamul
Mulk atas dasar jalinan kerja sama politik teologis antara ulama suni,
dalam hal ini Imam Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali, dengan penguasa
Dinasti Saljukiyah. Berbeda dengan ulama suni, ulama muktazilah tetap
dapat bekerja sama dengan penguasa Dinasti Buwaihiyah sekalipun elite
politiknya menganut paham syiah. Meskipun berbeda paham teologis,
baik penguasa Dinasti Buwaihiyah yang berpaham syiah maupun ulama
muktazilah, keduanya dipertemukan pada orientasi politik teologis yang
sama, Yyakni mengkritisi ajaran-ajaran teologi suni. Berdasarkan
kesepahaman ini, penguasa Dinasti Buwaihiyah memberikan dukungan
penuh kepada Al-Qadhi Abdul Jabbar, selaku ulama muktazilah, dan
mengangkatnya sebagai hakim agung yang berkuasa penuh dalam politik
lembaga yudikatif pada era Dinasti Buwaihiyah itu sendiri. Perdebatan
teologis antarulama ini mengonstruksi ragam paradigma etik dalam ushul
fikih yang kemudian difungsikan sebagai upaya justifikasi untuk menilai
mana dinasti politik yang harus didukung dan mana yang harus dikritisi.
Ihwal akademik ini memicu perebutan identitas sektarian di ruang publik.

Ketiga, perebutan dominasi kekuasaan politik antarelite
penguasa, yang sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan ulama,

memantik kontestasi otoritas keagamaan antarulama di berbagai wilayah.
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Selama ulama sebagai agen secara terbuka mendukung keberadaan
dinasti politik pada eranya, ulama akan mendapatkan dukungan sistem
dan fasilitas politik dari pihak yang berkuasa. Pada momen ini, ulama
memiliki keleluasaan untuk mensosialisasikan paham teologis yang
diyakini dan mazhab fikih yang dianut hingga ke level-level daerah.
Kontestasi antarulama dalam menyikapi fenomena-fenomena geopolitik
yang mereka hadapi turut memengaruhi produk pengetahuan ulama
dalam ushul fikih. Kehadiran Al-Risalah yang ditulis oleh Imam Asy-
Syafi’i sebagai bentuk kemandiriannya dalam berpendapat, sebagaimana
terdeskripsi dari gaul aadim dan qaul jadid serta kritiknya terhadap
konsep ‘amal ahl al-madimah, kritik Al-Qadhi Abdul Jabbar terhadap
pemberlakuan politik teologis dalam kredo al-i tigad Al-Qadirr dan
peralihan kekuasaan yang berlaku dalam tradisi suni dan syiah,
fleksibilitas konsep al-imamah dan rekomendasi peralihan kekuasaan
dari khalifah dan sultan ke menteri yang dirasionalkan oleh Imam Al-
Juwaini, serta perluasan fungsi politik dalam sakralitas ijma‘ dan
kemaslahatan sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan politik yang
diinisiasi oleh Imam Al-Ghazali, semua hal tersebut merupakan beragam
respons para ulama terhadap gejolak geopolitik yang terjadi pada eranya
masing-masing.

Keempat, berbeda dengan pandangan umum kesarjanaan Timur
yang memosisikan ushul fikih sebagai teori hukum Islam atau
kesarjanaan Barat yang menilai bahwa ushul fikih lebih tepat untuk
disebut sebagai teologi yuridis, dengan memosisikan ushul fikih sebagai
diskursus dan berdasarkan aspek relasi kuasa, paham teologis, dan
konteks geopolitik yang telah dianalisis, penelitian ini menunjukkan
bahwa ushul fikih dapat diwacanakan sebagai politik teo-yuridis. Hal ini

karena kredo-kredo ushul fikih yang dirumuskan oleh ulama merupakan
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pemikiran ulama yang saling berkaitan dengan dinamika sosial dan
politik dalam perebutan kekuasaan, yang pada waktu bersamaan saling
berjejaring dengan paham teologis yang diyakini dan peristiwa geopolitik
yang dihadapi.

Dengan memosisikan ushul fikih sebagai diskursus dan bukan
sebagai teks, penelitian ini secara teoretis berimplikasi pada dua aspek.

Pertama, aspek diskursif. Aspek diskursif yang saya maksud di
sini adalah bahwa, sebagai disiplin ilmu, ushul fikih tidak bisa dilepaskan
dari pengaruh kekuasaan karena ulama-ulama ushul fikih terlibat dalam
perebutan dominasi kekuasaan politik yang terjadi pada eranya masing-
masing. Atas dasar keberpihakan terhadap rezim yang berkuasa dan
paham teologis yang diyakini serta peristiwa-peristiwa geopolitik yang
dihadapi, ulama-ulama ushul fikih turut berkontestasi dalam melegitimasi
atau mendelegitimasi keberadaan pihak-pihak yang berkuasa melalui
rumusan-rumusan yuridis yang mereka ketengahkan ke ruang publik.
Praktik diskursif ini yang saya sebut dengan politik teo-yuridis.

Kedua, aspek terminologis. Selama ini, ketika ushul fikih hanya
diposisikan sebagai teks teori hukum Islam, rumusan-rumusan yuridis
dalam kitab-kitab ushul fikih disebut dengan kaidah-kaidah ushul fikih.
Namun, ketika ushul fikih diposisikan sebagai diskursus politik teo-
yuridis, terminologi yang tepat untuk membahasakan rumusan-rumusan
yuridis dalam kitab-kitab ushul fikih adalah kredo-kredo ushul fikih.
Menurut saya, hal ini bukan sekadar tentang persoalan terminologis
semata sebab hal ini akan berimplikasi pada bagaimana kita memahami
dan menafsirkan kredo-kredo ushul fikih itu sendiri. Berdasarkan
temuan-temuan dalam penelitian ini, kita dapat mengetahui bahwa kredo-
kredo ushul fikih yang dirumuskan oleh ulama tidak bersifat mutlak dan

sakral karena kredo-kredo ushul fikih tersebut dapat dirasionalkan



277

sebagai strategi politik pengetahuan ulama, yang pada waktu bersamaan

secara praktis dapat memberikan implikasi politik yang berbeda-beda.

B. Saran

Penelitian ini secara khusus hanya membatasi aspek-aspek yang
diteliti seputar relasi kuasa, paham teologis, dan konteks geopolitik yang
mengitari kehidupan ulama ushul fikih dalam manhaj al-mutakallimmn,
padahal manhaj al-mutakallimzn bukan merupakan satu-satunya lembaga
keulamaan dalam disiplin ushul fikih. Dalam kategorisasi lembaga
keulamaan, selain manhaj al-mutakallimin, terdapat manhaj al-fugaha’
sebagai lembaga keulamaan yang dibentuk dan dikembangkan oleh
ulama-ulama mazhab Hanafiyah. Saya menyadari bahwa penelitian ini
memosisikan keberadaan ulama mazhab Hanafiyyah hanya sebagai
arsiran komplementer untuk mendukung proses analisis yang dibutuhkan.
Dengan pembatasan objek penelitian tersebut, penelitian tentang ulama
dan politik pengetahuan dalam ushul fikih masih perlu dikembangkan
oleh peneliti selanjutnya yang secara khusus menganalisis bagaimana
relasi kuasa, paham teologis, dan konteks geopolitik mengonstruksi
pemikiran ulama dalam manhaj al-fugaha .

Dari aspek paham teologis, penelitian ini hanya menganalisis
manhaj al-mutakallimin sebagai lembaga keulamaan yang mewadahi
kontestasi antara ulama suni dan ulama muktazilah, padahal syiah sebagai
paham teologis pada waktu yang bersamaan juga turut berkontestasi
dengan kedua paham teologis tersebut, baik dalam diskursus politik
maupun dalam wacana-wacana keagamaan. Dalam penelitian ini, saya
menyadari bahwa ulama-ulama ushul fikih yang berpaham syiah belum
disinggung. Atas dasar keterbatasan cakupan tersebut, penelitian ini

memerlukan kajian lanjutan yang menganalisis secara kritis bagaimana
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relasi kuasa, paham teologis, dan konteks geopolitik membentuk
pemikiran ulama ushul fikih dalam tradisi syiah.

Selain keterbatasan pada aspek-aspek yang diteliti, kelembagaan
ulama, dan cakupan paham teologis di atas, penelitian ini juga memiliki
keterbatasan dari sisi terapan praktis. Periode Kklasik era Dinasti
Abbasiyah, Buwaihiyah, dan Saljukiyah yang dipilih sebagai acuan
waktu dalam penelitian ini tentu berbeda dengan fenomena-fenomena
politik pada era negara-bangsa. Saya menyadari bahwa meskipun hasil
penelitian ini memiliki implikasi teoretis tertentu, temuan tersebut belum
dielaborasi dengan fakta-fakta empiris yang terjadi pada era kekinian.
Penelitian ini masih memerlukan pengembangan kajian ke arah yang
bersifat praktis sehingga ushul fikih sebagai politik teo-yuridis dapat diuji
dan diperluas cakupan diskursifnya. Dengan memperhatikan bagaimana
ulama ushul fikih menyikapi dan merespons tantangan-tantangan
geopolitik yang dihadapi pada era klasik, penelitian ini membuka ruang
bagi peneliti selanjutnya untuk merumuskan konstruksi fikih geopolitik

pada era kontemporer.
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